PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang © a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannye
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200:
dan untuk mewujudkan Organisasi Perangkat
Daerah yang profesional, efektif dan efisier

perlu mengatur kembali Struktur Organisas!
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a.
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daetah-daerah Kots
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;



%

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952) ; -
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10.

Peraturan Pemerintah Ncmor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan -Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan  Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Nomor 70) ;
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
SALATICGA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : :

, ¢

Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;

2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
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Pemerintah Daerah -adalah Walikota Salatiga beserta perangkat
Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga ;

Perangkat Daerah adalah semua perangkat yang menjalankan tugas
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas yang
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana operasional Dinas Daerah ;

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Salatiga yang
terdiri dari :

a.
b.
C.

Dinas Pekerjaan Umum ;
Dinas Kesehatan ;
Dinas Pendidikan ;



Dinas Pertanian ;

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dinas Perhubungan ;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana;

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima ;

Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga ;

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat
m Dlnas Kopera3| dan Usaha Kecil Menengah.
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: BAB I
KéDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
Bz % Pasal 3
{(#)<Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah :

(2) Kepala Dinas diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 4

Dlnas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentrahsas:



Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 6

(1) Penjabaran atas Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Bagian,
Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Dinas Daerah akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 7
Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana di bidang
pekerjaan umum Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikcta melalui
Sekretaris Daerah.



Pa‘sal 8

£0.(1) -~Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan
Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
. dibidang Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai
fungsi :

(2)

NBiLE
e a,

a.

perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum ;
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
dibidang Pekerjaan Umum ;

“pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pekerjaan

Umum ;
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan fungsinya.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 9

~ LBinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan
EIPemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
i“dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan
Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
dibidang Kesehatan.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a.
b.

~0 Qo0

perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan ; :
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
Kesehatan ;

pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Kesehatan ;
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Kesehatan ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wahkota sesuai
dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan

Pasal 11

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melaiui bekretans

Daerah.

Pasal 12

‘(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan
Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
dibidang Pendidikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidixan mempunyai fungsi :

a.
b.

perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan ;
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
dibidang Pendidikan ;



pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pendidikan ;
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pendidikan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.

tep
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Bagian Keempat
i Dinas Pertanian
Pasal 13

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana di bidang pertanian

Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 14

ak1)-. Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan
it «r-Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
zi~~- dibidang Pertanian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
n31. .« dibidang Pertanian ; :
pelaksanaan.dan pembinaan teknis dibidang Pertanian ;
pelaksanaan wewenang yang diserahkan Kota ;
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pertanian ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
P dengan fungsinya.

LYoy,
b
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Bagian Kelima
Pasal 15

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana di
bidang pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

(1)

(2)

Pasal 16

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan dibidang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada,
ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

b. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

c. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

e. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan fungsinya.

Q
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Bagian Keenam
Dinas Perhubungan
Pasal 17

if).jnﬁeis:’f’erhubungan merupakan unsur pelaksana di bidang perhubungan
Péme\rih_‘tah Daerah, dipimpint oleh seorang Kepala yang berada dibawah
3h bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

6?) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17
"f?'Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan
- kewenangan dibidang Perhubungan.

@Sﬂh_tdk‘menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
'>X"ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan ;
A%+"p. "~ pemberian  perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
dibidang perhubungan :
NEYie '~ pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perhubungan :
d. - pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
HBE g it pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas Perhubungan ;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.

7
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Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 19

‘Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana di
- bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah dipinmpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawao kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan dibidang Perindustrian dan
Perdagangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai

fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan
Perdagangan ;

b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
Perindustrian dan Perdagangan ; =

c. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Perindustrian, dan
Perdagangan ;

d. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Perindustrian dan
Perdagangan ;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.

12



Bagian Kedelapan
Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana
Pasal 21

.-Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana merupakan unsur
ﬂpelaksana di bidang kesejahteraan sosial dan keluarga berencana
nPemerlntah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

“dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana sebagaimana

"dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial

dan Keluarga Berencana.

. (2) . Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
Berencana mempunyai fungsi :

net @ . perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteran Sosial dan

7 Keluarga Berencana ;

. b.. . pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum

s dibidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;

c.. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kesejahteraan Sosial
- dan Keluarga Berencana ;

d. pelaksanaan dan pemblnaan teknis di bldang Kesejahteraan

Sosial dan Keluarga Berencana
......e. pelaksanaan tugas lain yang d|ber|kan oleh Walikota sesuai
: dengan fungsinya.

l l \.
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Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup therupakan unsur pelaksana di,
bidang pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah dipimpin_oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada '

Bagian Kesembilan
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 23

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

(1) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan dibidang Lingkungan Hidup.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai .

fungsi :

a.

b.

C.

perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan
Hidup ;
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang

Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup ;

pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pengelolaan
Lingkungan Hidup ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.
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Bagian Kesepuluh
Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima
Pasal 25

Dlnas ‘Pasar dan Pedagang Kaki Lima merupakan unsur pelaksana di
bldang pasar dan pedagang kaki lima Pemerintah Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

(1) Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada
Péasal - 25 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok
~melaksanakan kewenangan dubldang Pengelolaan Pasar dan
~ Pedagang Kaki Lima.

(2) "‘Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

. ayat (1) Pasal ini, Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai

“fungsi :

a. perumusan Kkebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar dan
" """Pedagang Kaki Lima ;
b, pemberian periinan dan pelaksanaan pelayanan umum

" dibidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima ;

_.C. pelaksanaan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima ;

d. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Pasar dan Pedagang
i88 Kaki Lima ;

" "e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan fungsinya.
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Bagian Kesebelas
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga

- Pasal 27

Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga merupakan unsur
pelaksana di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga Pemerlntab,
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dlbawah vdan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Liaiigini i F,

Pasal 28

(1) Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga sebagaimana
dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan dibidang Pariwisata,. Sem
Budaya, dan Olah Raga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dnmaksud pada
ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga
mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Seni Budaya
dan Olah Raga ;

pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
dibidang Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga ; v
pelaksanaan dan pembinaan terhadap Pariwisata, Seni
Budaya, dan Olah Raga ;

pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Pariwisata, Seni Budaya

dan Olah Raga ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan fungsinya.
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Bagian Keduabelas

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat
merupakan unsur pelaksana di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan
pemberdayaan masyarakat Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

(1)

(2)

Pasal 30

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini,
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

~ayat (1) Pasal ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

‘Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : .

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerija,
" Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

~b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

~ C. pelaksanaan dan pembinaan terhadap Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

e. pengolahan wurusan Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.

o
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Bagian Ketigabelas
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 31

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pe!aksana
di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah
aipimpin oieh secrang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepadza Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud
pada Pasai 31 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah.

~~

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

padez ayat (1) Pasal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
meimpunyai fungsi :

~

(=9

b.

C.

perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kec:lf
Menengah;

pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; I M
pelaksanaan dan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha
Kecil Menengabh; ‘
pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah ; :
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuan
dengan fungsinya.

18



Bagian Keempatbelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 33

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi
. melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja
_ di satu atau beberapa Kecamatan ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di
koordinasikan oleh Camat.

Bagian Kelimabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

ol Pasal 34
(1) Kelompok Jabatan Fungsional ~mempunyai tugas  pokok
" melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan

.. kebutuhan ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.- Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
. bidang keahliannya ;

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
. fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja ;

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
ORGANI!SASI
Bagian Pertama
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 35

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha :
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunar Rencana Kegiatan
c. Bidang Bina Marga
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
d. Bidang Cipta Karya
1. Seksi Gedung, Bangunan dan Permukiman
2. Seksi Tata Ruang
e. Bidang Pengairan
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengairan
2. Seksi Pendayagunaan Sarana Pengairan -
Bidang Bina Program
1. Seksi Data dan Perencanaan
2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
. Unit Pelaksana Teknis Dinas
. Kelompok Jabatan Fungsional

el

=
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(2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas ;

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ; ;

(4) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |, merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 36

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan
1. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Informasi Kesehatan
‘2. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan
d. Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rujukan
2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
e. Bidang Bina Kesehatan
1. Seksi Kesehatan Keluarga
2. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat dan Institusi
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f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Monular #
1. Seksi Pemberantasan Penyakit
2. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh. seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas ;

(3) Masmg -masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesual
dengan bidang tugasnya ;

(4) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran ll, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini. i

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan
Pasal 37 {5y

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha :
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
¢. Bidang Pendidikan Dasar
1. Seksi TK, SD
2. Seksi SMP
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d. Bidang Pendidikan Menengah
1. Seksi SMA
2. Seksi SMK

e, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
2. Seksi Pemuda dan Olah Raga

- f. Bidang Sarana dan Prasarana
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
' 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

~ 7 g. Unit Pelaksana Teknik Dinas
h. Unit Pelaksana Teknis Sekolah
i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Unit Pelaksana Teknis Sekolah dipirnpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah ;

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ;

(5) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Ill, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian
Pasal 38

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Kepala
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b. Bagian Tata Usaha :
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2.  Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan

c. Bidang Produksi :
1. Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan
2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan, Hortikulutura,
Perkebunan dan Kehutanan )

d. Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan
1. Seksi Bina Usaha
2. Seksi Ketahanan Pangan

e. Bidang Pengendalian Hama Dan Penyakit
1. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

f. Unit Peiaksana Tekiis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas ;

(3) Masnng masing Seksi dnplmpm oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya '

(4) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
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Bagian Kelima

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 39
(1) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan daerah terdiri.
dari :
a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Anggaran :
1. Seksi Penyusunan dan Analisa Pendapatan
2. Seksi Penyusunan BAU dan Belanja OPM
d. Bidang Pendapatan
1. Seksi Pendapatan Pajak
2. Seksi Pendapatan Lain-lain
e. Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan
1. Seksi Verifikasi
2. Seksi Perbendaharaan
- _f.~Bidang Akuntansi
- ..»1. Seksi Pembelanjaan
2. Seksi Akuntansi
- - g. Kelompok Jabatan Fungsional

L

e e .
(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang

.- berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
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(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala vang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ; -

(4) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan
rasal 40

(1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Keglatan
c. Bidang Pengendalian Operasional :
1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
2. Seksi Managemen Lalu Lintas
d. Bidang Angkutan
1. Seksi Angkutan Orang
2. Seksi Angkutan Barang
e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotgr
2. Seksi Telekomunikasi
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
f. Kelompok Jabatan Fungsional
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(2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seoran

Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepal
- Dinas;

(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidan
sesuai dengan bidang tugasnya ;

(4) Struktur Organisasi Dina$ Perhubungan sebagaimana tercantur
dalam Lampiran VI, iiérupakan bagian tak terpisahkan da
Peraturan Daerah ini. :

Bagiah Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 41
(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdi
dari :
a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Perindustrian :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Industri
2. Seksi Pengembangan Industri
d. Bidang Perdagangan :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
2. Seksi Usaha Perdagangan
e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
1. Seksi Pengendalian Industri
2. Seksi Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsume
g. Kelompok Jabatan Fungsional



(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ; ’

(4) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana
Pasal 42

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
Berencana terdiri dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Pengembangan Potensi »
1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan - i)
2. Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat —
d. Bidang Asistensi dan Bantuan Sosial
1. Seksi Bantuan Sosial .
2. Seksi Pelestarian Kesetiakawanan Sosial
e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
1. Seksi Penyandang Cacat
3. Seksi Tuna Sosial
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~r. f. Bidang Keluarga Berencana

" 1. Seksi Pembinaan Institusi Masyarakat
2 ‘Seksi Jaminan Kelangsungan KB

h Umt Pelaksana Teknis Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional

ol

(,2)' Bagi‘an Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab-kepada Kepala Dinas ;

(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ;

(4) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 43

(1) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terdnn
dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Lingkungan Hidup
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial

29



d. Bidang Kebersihan
1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengangkutan
e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan
1. Seksi Pertamanan dan Fasilitas Umum
2. Seksi Penerangan Jalan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ; -~

(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang beraJa'
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bldang sesual
dengan bidang tugasnya ;

(4) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkurigan Hsdup’
sebagaimana tercantum dalam Lamplran IX, merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- Bagian Kesepuluh
Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 44
(1) Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima terd|r|
dari : r)
a. Kepala b

b. Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Keglatan
c. Bidang Pengelolaan Pasar

1. Seksi Keamanan dan Ketertiban

2. Seksi Sarana Prasarana dan Kebersihan
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d. Bidang Pendapatan dan Perijinan
1. Seksi Pendapatan
2. Seksi Perijinan
e. Bidang Pedagang Kaki Lima
1. Seksi Penataan, Pengawasan dan Pengendalian
2. Seksi Bina Usaha
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
. g. Kelompok Jabatan Fungsional

yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada
... dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ;
(4) Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima
" sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian tak
" terpisahkan dari Peraturan Daerah-ini.

(2),Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala

Bagian Kesebelas
Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga

Pasal 45

(1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga
terdiri dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Pengembangan Kepariwisataan
1. Seksi Kepariwisataan

2  Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
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d. Bidang Kebudayaan _
1. Seksi Seni dan Budaya
2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
e. Bidang Olah Raga
1. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga
2. Seksi Bina Olah Raga
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas .

(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang be_rada;.)
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ;

(3) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olan Raga.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 46

(1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja

2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
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d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan .
2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(ﬂ”Bégi’én Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;

(3% Masln‘g masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada
“dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ;

(4) Struxtur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

~Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Xll, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga belas

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 47
(1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
terdiri dari :
a.Kepala

b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
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c. Bidang Koperasi
1. Seksi Bina Lembaga Koperasi -
2. Seksi Bina Usaha Koperasi
d. Bidang Bina Pengusaha Kecil Menengah
1. Seksi Pengusaha Kecil
2. Seksi Pengusaha Menengah
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;

(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya ;

(4) Struktur Organisasi Dinas  Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran XllI, merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, sebagaimaﬁég

tercarntum dalam lampiran XIV, dan merupakan bagian tak terpisahkan
- dari Peraturan daerah ini.

Pasal 49
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kota Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahikan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Salatiga.

@i 2 T
o Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004
1Giias
WALIKOTA SALATIGA,

Cap. ttd

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

C?pv.ﬁ ‘ ttd

L

SUTEDJO
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI D.

Sesuai dengan aslinya :
BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

x FIN. 3 5
“\ - Jgnata Tingkat |
N oss
<o a UNIP. 500 073 805 35
\:: —



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2004

"TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22
Tahun 199¢ tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya
mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih
mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi maka Dinas Daerah
yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang selama ini
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah perlu dilakukan
perubahan dengan mendasari pertimbangan kewenangan yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karakteristik, potensi dan
kemampuan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan
sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar
Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan
peran dan fungsi Dinas Daerah sebagai penetapan kebijakan teknis,
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, untuk
meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip
Otonomi Daerah. agar dapat berjalan secara optimal perlu dilakukan
penataan Struktur Organisasi pada Dinas dengan mendasari pada

36



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penataan Organisasi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35 dan pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Reposisi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal41
Pemlsahan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

e Penanaman Modal, sedangkan Bidang urusan Penanaman Modal

: dlkembangkan Badan Penanaman dan Pengembangan Usaha
._ﬂDaerah

Pasal 42
Mengakomodlr urusan bidang pembangunan keluarga sejahtera dan

; ‘kesejahteraan sosial khususnya pada bidang urusan kesejahteraan
{ “Sosial yang secara teknis selama ini lembaga pelaksananya belum

~ada dan masih diakomodir pada Bagian Bina Sosial
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Pasal 43 dan pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Mengakemodir urusan bidang olahraga pada masyarakat yang
selama ini belum ada lembaga yang secara intens menangani
kegiatan tersebut dan Kota Salatiga terkenal dengan Tri Fungsi Kota
yaitu sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Transit maka untuk
lebih mengoptimalkan peran dan fungsi perlu pengembangan struktur
organisasi dari Kantor Pariwisata Seni dan Budaya menjadi Dinas
Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Pasal 46

Pemisahan pada Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi, Kependudukan
dan Catatan Sipil dan mengakomodir bidang urusan pemberdayaan
masyarakat yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal

Pasal 47

Untuk  mengoptimalkan  peran  koperasi  dalam rangka
memberdayakan ekonomi kerakyatan dan - pengusaha kecil
menengah maka perlu peningkatan status dari Kantor menjadi Dinas

Pasal 48 dan pasal 50
Cukup jelas

- 000 -
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Lampiran | : Peraturan Daerah Kota Salatiga

' Nomor : 8 Tahun 2004
Tanggal : 10 Agustus 2004
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
: KEPALA :
r J BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK T
JABATAN 1
FUNGSIONAL SUB BAG SUBBAG UML DAY
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN RENCANA KEGIATAN
[ S I |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BINA MARGA CIPTA KARYA PENGAIRAN BINA PROGRAN
L L
NSRS LY A W | R RS SN R
SEXSI | e SERSI SEKS
PEMBANGUNAN DAN ‘,! (-I-‘D\l l:l:.\ PEMBANGUNAN DAN DATADAN
L ELIARAAN — ANGLNAN DA F——1 PEMIELIMARAAN SARANA PERENCANAAN
”'\“ililll ':\R AN PERMUKINAN PENGAIRAN
SRR | L e—
Zaie, SEKSI SEKSI
. B SEKSI PENDAYAGUNAAN PENGENDALIAN
";2’\:&?5:;:&“ TATARUANG SARANA b EVALUASI DAN
JEMBATAN L PENGAIRAN PELAPORAN
VIS e WALIKOTA SALATIGA.
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Cap TID
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Lampiran il : Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomer : 8 Tahun 2004
Tanggal : 10 Aqustus 2004
: STRUKTUR ORGANISASI!
DINAS KESEHATAN
KEPALA
T
I | BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAG
KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN RE M‘I\\ A KEGIATAN
[ I 5 ¥ ] :
[ mIPANG PROMOSI BiDANG ; BINANG PENCEGAHAN
HESEHATAN & AYANAN ! BIDANG DAN PEMBERANTAS AN
PENYEHATAN LING IATAN | BINA KESEHATAN PERY AKXTIAENT AR
1; | (I' 3 |
R <2 | Y g
SEKS! PERAN SERTA SEKSIPELAY ANAN | 3 [_ ke l
MASYARAKAT & KESEHATAN DASAR E PEMBERANTAS AN |
e INFORMAS! EE PENY ARG :
KESEHATAN s e
SEKSI
SEKSI PEMBINAAN SEKSI FARMASI. SEKSI PEMBINAAN PENGAMATAN DAN
KESEHATAN "] . MARANANDAN GIZI MASYARAKAT NCEGAHAN
LINGKUNGAN ikl DAN INSTITUSI PENYAKIT
I—J-—— WALIKOTA SALATIGA.
! uPTD Cap TTD
l___—— H TOTOK MINTARTO
Roibagsn aermnats | 2
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(R
I Lampiran lil -  Peraturan Daerah Kota Salatiq.
"3 Nomor : 8 Tahun 2004
Tanggal : 10 Agustus 200
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KEPALA
, BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK T
JABATAN 1 1
K00 FUNGSIONAL SUB BAG SUB BAG UNIUM D
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
? KEPEGAWAIAN RENCANA KEGIAT
BIDANG BIDANG BIDANG PENDIDIKAN BIDANG SARANA
PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH . DAN PRASARANA
MENENGAH PEMUDA & OLAH RAGA
'___J VRS wT TR gy TR
—— T XU s EAT S SRS
5 et SEKS) S
SEKSI SEKSI e SERSI
— TK. SD — SMA || PENDIDIKAN L | PERENCANAAN
. ILUAR SEKOLAH DAN FVALLIAST
i
¢ e . SEKSI SARANA
SEKSI SEKSI PS:«:{JS[;A DAN PRASARANA
L] L e = PENDIDIK AN
Sk e DAN OLAH RAGA
WALIKOTA SALATHG

UPTD Cap I'TD

HOTOTOR MINTAR
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Lampiran IV :  Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 8 Tahun 2004
Tanggal : 10 Agustus 2004
bl Ao BRI Lt e 0

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN

KEPALA

I BAGIAN
' TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN 2 I : 1
FUNGSIONAL SUB BAG sun 1;:(. lc MUN DAN
P N
KEPEGAWAIAN RENCANA KEGIATAN

[

BIDANG ml)AM. ’ BIDANG
o~
PRODUKSI BINA USAHA DAN PENGENDALIAN
REFAIANAR PANGAN] -] HAMA DAN PENYAK (1
,
Ak
SEKSI SEKSI |
BINA PRODUESI PENGENDALIAN !
PETERNA . HAMA & PENYAKI
PE; TANAMAN
\ l
[ SEXstBINA PRODURST | ’ SERSI
TANAMAN PANGAN. SEKST i | PE\('E(.-\H-\IN m\h
HORTIKULTURA — e s . PEMEERANTASA!
PERFFB(}NAN l?r\v\' k"::‘-\\.:.;‘\\\:‘\ PENYARIT HEWAN
hETe IR WALIKOTA SALATIGA,
Cap TTD
UPTD T TOTOK NINTARTO
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Lampiran V :  Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : E Tahun 20C4
“Lm_mgal = 10 Aqu 2004

STRUKTUR ORGANISASI DPKD

KEPALA
[ - % y BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK 3 T
JABATAN i 1

FUNGSIONAL SUB BAG SUB BAG UMUM DAN
KEUANGAN DAN 3
KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG BIDANG I BIDANG l
ANGGARAN s M,'“’. e VERIFIKASI DAN ¢ AKUNTANS] !
BENOAES PERBENDAHARAAN J
PR e eaa) FE: SRy
e SO s =2 [ rier - - s
SEKSI = St SERSI | i SEKSI ;
PENYUSUNAN DAN PENDAPATAN SRR o : - : N
1 AALISA T PAJAK —{  VERIFIRASI | | PEMBELANJAAN !
PENDAPATAN l i
SEKSI I A
b 3 i SEKSI
SEKSI PENDAPATAN SERSH | ey 3
—] PENYUSUNANBAU | © LAIN-LAIN 1 PERBENDAHARAAN ——  AKUNTANSI
DAN BELANIA OPM

WALIKOTA SALATTIGA,
Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO
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Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 8 Tahun 2004
Tanggal . 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA

|

KELOMPOK
JABATAN .
FUNGSIONAL

BAGIAN

TATA USAHA
~—

=
SUB BAG
KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN

[

I

BIDANG
PENGENDALIAN
OPERASIONAL

MANAGEMEN
LALU LINTAS

“ogan ehtematd |

BIDANG
ANGKUTAN

SERS
ANGRUTAN
ORANG

SEKS!
ANGKUTAN
BARANG

urTD

BIDANG TEKNIK
SARANA DAN
PRASARANA

J

SEKSIPENGUHAN =i
~ 1 KEND.BERMOTOR A !

FIDAK BERMOTOR

SEKSI
TELEKOMUNIKASI

i WALIKOTA SALATIGA.
Cap 1TTD

H TOTOK MINTARTO
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STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Salatig

Nomor

: 8 Tahun 2004

Tanggal : 10 Agqustus 20¢

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA
|
[ BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK - .
JABATAN [ 1
FUNGSIONAL SUB BAG SUB BAG LMUMD
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN RENCANA KEGIAT »
BIDANG BIDANG BIDANG
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
e 5 R sEas =
SERSE SEKSI
SAPRA INDUSTRI SAPRA || PENGENDALIAN
PERDAGANGAN INDUSTRI
SEKSI
SEKSI PENGENDALIAN
SEKSI e l‘}S‘AHA | PERDAGANGAN DAN WALIKOTA SALATIGA
PENGEMBANGAN . PERLINDUNGAN
INDUTRI L PERDAGANGAN KONSUMEN Cap 11D

H TOTOK MINTARTO
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Lampiran VIl : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 8 Tahun 2004
Tanggal : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA
! BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK :
JABATAN 2 .
I'DNGSI()NAL SUB BAG SUB BAG UMUN DAN
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN RENCANA KEGIATAN

[ I [ I

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN ASISTENSI DAN REHABILITASI DAN KELUARGA
POTENSI BANTUAN SOSIAL PELAYANAN SOSIAL BIERENCANA
L
SR s =T T PR |
SEKS1 SEKSI
BIMBINGAN DAN SEKSI ' PENY ANDANG
— PENYUL UHAN ] BANTUAN SOSIAL CACAT -——T INSTITUSE l
MASYARAKAT
s i SR G SRS
SEKSI SEKSI
PENINGKATAN PELESTARIAN SERSi
g PARTISIPASI T KESETIAKAWANAN A TUNA SOSIAL e
MASYARAKAT SOSIAL BERENCANA

WALIKOTA SALATIGA.

C ™D
UPTD s
H TOTOK MINTARTO
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STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Sal

DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

r

J

Nomor : 8 Tahun 200
Tanggal  : 10 Agustus 2(
BAGIAN
TATA USAHA
¢ i 3
SUB BAG

BIDANG
LINGKUNGAN
HIDUP

PENGENDALINN

AR s s

SEKSI
L__| KONSERVASISDA
DAN PERHUTANAN

SOSIAL

Retagen gherand |

ey
i
i

'
!
——

i PENGELOLAAN
SavPan

SEASE PEMELIHARAAN

BIDANG
KEBERSHIAN

SERSI
KEBFRSHIHIAN DAN

DANPERAWATAN
SARANA
PENGANGRL TAN

uPID

KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN

1

SUB BAG UMUMD
ENYUSUNAN

RENCANA KEGIAT

1

, BIDANG
PERTAMANAN
I PENERANGAN §

JAN

SEKSI
PENERANGAN JALAN

WALIKOTA SALA
Cap TID

H TOTOK MINTA!
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Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 8 Tahun 2004
Tanggal  : 10 Agusius 2004

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR DAN PKL
KEPALA
I BAGIAN
ks TATA USAHA
KELOMPOK i)
JABATAN [ ]
FUNGSIONAL SUB BAG SUB BAG UNIEM DAN
7 PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN
,,FN';':_.)LA(;‘ﬁ - BIDANG BIDANG
gl PENDAPATAN DAN PEDAGANG KAKI
; PERIINAN LIMA
AR = Soeemme | T
———
st R
SEKSI
KEAMANAN DAN 5
e PENDAPATAN e
=
i
SEKSI SARANA SEKSI SEKSI
L_—! PRASARANA DAN e BINA USAHA
KEBERSIHAN gl

WALIKOTA SALATIGA.

HEID Cap TID

. TOTOK MINTARTO
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Lampiran X1 : Peraturan Dacreh Kota Salatic
Nomor : 8 Tahun 2004

Tangaal 10 Agrstus 2004
STRUKTUR ORGANISAS!
DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA
KEPALA
. T BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK ==
JABATAN SUB BA! SUB B =,

§ § G SUB BAG T MUM DAN

FUNGSIONAL KEUANGAN DAN PENYUSLNAN
KEPEGAWAIAN NAKLGIATAN

s = pgecaeie AR
BIDANG BiDANG BIDANG
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN OLAH RAGA

KEPARIWISATAAN
it e

s TR

SEKRSE
KEPARIWISATAAN

SEKSI SARANA
L—  DANPRASARANA

L=t t SEKS!

(SRR SEJARAH DAN

WISATA

SENI & BUDAYA

B e s

SEKSI

KEPURBAKALAAN

oo

- —_—
o —

SEERSI
SAPRA OLAHRAGA

L SEKSI

BINA OLAH RAGA

WALIKOTA SALATE

Cap 71D
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2 onersate §

STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran X! -

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA
J

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

Peraturan Daerah Kota Solatiga
Nomor - 8§ Tahun 2004
Tanggal < 10 Aqustus 2009

T

BAGIAN i
TATA USANIA

[ ]

SUB BAG

AWAIAN

AN DAN PENYUSUNAN

RENCANAKLGIATAN

TRIAL DAN '

1 PENGAWASAN

]

' I OSERSE HUBUNG W
INDUSTRIAL DAN

SYARAT-SYAR ¥
NERJA

SEKSI
PENGAWASAN
KETENAGAKERIAAN

t BIDANG PENEMPATAN
| TENAGA KERJA DAN
! TRANSMIGRAST

~

SFKSH
PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN
TRANSAIGRAST

SEKSH
PELATIHAN DAN
PRODUKTIFITAS

——

BIDANG
PEMBERDAY

SERSH

PEMBERDAY AAN
LEMBAGA
KEMASYAKARATAN

Cap TID

WALINOT & SALATIG

H TOTOK MINTARTC
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Lampitan XIIl : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 8 Tahun 200+
Tanggal 10 Aaustus 20030

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM

—

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Szt wiSatt 1

KEPALA
4! ST exiEpsa
BAGIAN i .
1ATA USAHA !
1 -
SUB BAG SUBBAGUAE Y AN
KREUANGAN DAN PENYESE A

RENCANAK! 457N

KEPEGAWAIAN

—

ST R

BIDANG
KOPERASI

! /AL
| SERSE

BINA LEMBAG
' KOPERASE

{ SERS!

i BINAUSAHA
| KOPERASI J

S

BIDANG
BINA PENGUSAHA

SERSE

| PENGUSAHA Kren
e S, =
i
: SERSE

PENGLSAHA
AENENGAH 4
b WALIROT AS o AT

Cap FED

HOTOTOR NI i



Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor

- 8 Tahun 2004

Tanggal : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA
PR LR STt DPRD
WAKIL WALIKOTA i
v .
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SEKDA 4
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44 |.|< = ] : 4
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. ( 3 (3 BAGIAN)
T 5 £ KANTOR
_
KECAMATAN
e il (4) UPT WALIKOTA SALATIGA,
» A g
ﬁ Cap TTD
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